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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses mediasi sengketa ekonomi 
syariah, dan untuk mengetahui efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa 
ekonomi syariah. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Surakarta. Dalam 
penyelesaiaan sengketa ekonomi syariah dikenal dengan dua cara penyelesaiaan, 
yang pertama melalui Litigasi atau proses penyelesaiaan sengketa di pengadilan 
dan yang kedua melalui Non-Litigasi atau penyelesaian sengketa di luar 
pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sangatlah di anjurkan, 
karena di samping untuk mengurangi perkara yang masuk ke pengadilan, 
penyelesaian sengketa di luar pengadilan membuat para pihak yang bersengketa 
tidak ada yang merasa kalah dan tiidak ada yang merasa menang. Sehingga timbul 
kerukunan di masyarakat. Salah satu penyelesaian di luar pengadilan adalah 
dengan cara mediasi. Mediasi adalah proses negosiasi antara dua pihak yang 
bersengketa untuk mencari solusi atas permasalahan sengketa mereka yang 
dibantu oleh pihak ketiga ynang tidak memihak salah satu pihak yang disebut 
dengan istilah mediator. Perdamaian juga diamanatkan oleh pasal 130 HIR/154 
RBg, dalam pasal tersebutkan memerintahkan hakim untuk mengusahakan 
perdamaiaan antara dua pihak yang bersengketa. Kemudian Mahkamah Agung 
membuat PERMA Nomor 1 tahun 2008 yang kemudian di perbarui dengan 
PERMA  Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang isinya 
mewajibkan perkara sebeleum di periksa dan di putus harus dilakukan mediasi 
terlebih dahulu. 
Kata Kunci: Mediasi, Model Penyelesaian Sengketa, Ekonomi Syariah 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to explain the process of mediating sharia economic 
disputes, and to understand the effectiveness of mediation in the settlement of 
sharia economic issues. The study was conducted at a surakarta religious court. 
In order to resolve the issue of sharia, the first means by litigation, the first by 
litigation, the first by non-litigation, or the second by non-litigation or non-
litigation settlement. To settle disputes outside the court is greatly encouraged, 
because aside from reducing the issue going to court, an appeal outside court 
leaves the parties feeling defeated and no one feeling victorious.And so there is 
harmony in the society. One solution outside the court is by way of mediation. 
Mediation is a negotiated process between the two parties to find a solution to 
their dispute raised by the third party. Peace has also been mandated by article 
130 hir /154 RBG, in the last chapter, the judge to attempt a peace between the 
two sides of the dispute. The Supreme Court then renewed its value as number 1 
in 2008 with the new order number 1 in 2016 on a trial mediation procedure in 
which the court required that a pre-trial investigation and termination be 
performed first. 
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